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Hak atas bantuan hukum adalah hak. konstltusmnai yang meiekat }
dalam konsep negara huku.m Hak atas bantuan bukum Tenjadi halk
setzap ‘Warga negara yang berkedudukan sebagai tersa.ngka ‘terdakwa,” .
saksi; ataupun korban. Namun dalam praktik, hak atas bantuan
hukum masih: berfokus kepada perhndungan hak tersangka dan
terdakwa. Sementara, perlindungan. baniuan hukum bagi korban
cenderung diabaikan, Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum
ini akan meiahnkan Lkondisi dlskrlmmatzf ‘terutama terhadap'_
perempuan yang meyoritas menjadl korban kekerasan berbasis gender
(gender based viclence). Rancangan undang-undang yang hendak
mengatur. tentang bantuan hukum semestinya. harus mampu.
menangkap potensi aspiratif yang tahir dam berbagau pengalaman
praktis perempuan sebagai korban,

Kata kunci: perlindungan, bantuan hukum perempuan korban
Ty kekerasan berbasxs gender

Abstract

Rightto legal assistance is the constitutional rights inherent in the concept
of a state law. The right to legal aid to the right of every citizen who. is
positioned as a suspect, defendants, witnesses, and victims. But the practice,
the right to legal aid is still focused on the protection of the rights of suspects
and defendants. While the protection of legal assistance for victims tend fo
beignored. Inequality of access to legal aid will be given birth-discriminatory
conditions, especially against the majority of women who become victims of
gender based violence. The law shall regulate the legal aid should be able
to capmre the potential of aspiration that is born from a vanety of practzcal
experiences of women as victims.

Keywords: protection, legal aid, wbmen victims, gender based viclence

A, Pendahuluan

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap
warga Negara merupakan hak konstitusional yang inheren di
dalam konsep negara hukum (rechtsstaat). Undang-Undang

Staf Advokasi Kebijaltan Divisi Perubshan Hukum LBH APIK Jakarta,
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Dasar Negara Repubhk Indonesm Tahun 1945 (UUDNRI Tahun
1945) Pasal 1 ayat” (3) dengan tegas mengatakan bahwa
“Indonesia‘adalah regara hukum?”. Salah satu’ciri penting diari
konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap
hak asasi manusia,! di mana hak atas-bantuan hukum

__mempakan bagian fundamemai darz prmszp prinsip hak asasi
manusia. SR

' --'Sebaga_i Wujud dar; perhndungan terhadap hak. asas;'.:
-manusm “hak atas’ ban_tuan hukumhdak dapat dlpahamr_'_ :
:secara mamstream hanya sebagau hak tersangka ataupun
terdakwa Namun‘juga: menjadz hak setiap warga negara yang -
berkedudukan sebagai saksi maupun korban. Namun di tataran’
yundls normat1f hak atas bantuan hukum hanya didominasi

' oleh kepentmgan tersangka maupun. terdakwa Sementara hak
atas bantuan hukum bagi korban cenderung diabaikan, karena
dianggap telah diwakili oleh jaksa penuntut umum (JPU}
Rumusan itu tercermin misalnya dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAF).

' Dalam KUHAP, tidak diatur mengenai hak korban untuk
memperoleh keadilan, seperti hak keadilan korban atas
pengaduan atau laporan yang tidak diselesaikan atau
ditindaklanjuti oleh penyidik, serta jalan keluar mengatasi
ketidakpuasan atau ketidakadilan atas tuntutan jaksa

1 Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah
rechtsstaat’ it mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi
manusia; {2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintehan berdasarken undang-undang;
{4) Peradilan tata usahe negara. Sedangkan AV, Dicey menguraikan adanya tiga cirl
penhng dalam setiap Negara Hukum yang disebuinya dengan istitah, “The Rule of
Law?®, yaitu: {1) Supremacy of Leuw; (2) Equality before the law; (3) Due Process of Law
Keempat prinsip Techtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julins Stahl tersebut di atas
pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prms1p ‘Rule of Low’ yang
dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri~ciri negara hukum modern di
zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip
Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihalk
{independence and impartiality of judiciory) yang di zaman sekarang makin dirasakan
mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap
ciri peating negara hukum menurut “The Iniernational Commission of Jurists™ itu
adalah: (1) Negara harus tunduk pada hukum; (2) Pemerintah menghermati hak-hak
individu; (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

(a3 5 4 =

S of; b b ) X, T Tovs k) A b 5 hy ) by . :
(e e b b e i e GV o S g £ ey ke bmiah-Pada-Yieuda Saans

Hukum Falultas Fukum Universitas Sriwijoya Palembang, 23 Maret 2004).
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penuntut wumum,  hak’ korban untuk mendapatkan
pendampingan. dari tahap: kepolisian hingga ke pengadilan
dalam'kasus kekerasan' terhadap perempuan, hak untuktidak
mendapatkan pertanyaan vang menjerat, hak untuk tzdak
dlkonfrontlr bagx perempuan korban kekerasan yang
mengalami-trauma berat; dan lain-lain.? =0 0o .
_ Mmusnya perhndungan ‘hak-hak korban dala;rn KUHAP_-
_pad__ 'akhzrnya Leiah menump Tuang: ‘akses ‘terhadap keadﬂan o
bagi perempuan sebagal korban 4 Todung Mulya Lubis. melihat .
permasalahan hak 4sasi’ perempuan dalam kesenjangan antara
“law in‘the book* dengan “law in action” kenyataan ini merupakan
kendala besar dalam mewujudkan hak asasi perempuan.?
Pendapat ini berkorelasi positif dengan realitas posisi
perempuan korban yang cenderung dijadikan sebagai objek -

Z ‘Selain hak-hak tersebut, hak-hak lain yang perlu diperhatikan dalam rangka

melindungt perempuan dan anak yang berstatus sebagau saksi dan/atau korban

adalah:

a. memberikan keterangan tanpa tekanan dan kekerasan;

b.bebas dari pertanyaan yang melecehkan, dan/ atan merendahkan martabat saksi
dan/ atay korban;

C. mendapatkan informasi mengenm perkembangan kasus;

d. Mendapatkan informasi mengenai halk- ha_knya

e.Mendapatkan penerjemah; ) 3

f. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

g. memperoleh penggantian biaya transportasi sesnal dengan kebutuhan;

h.Memperoleh biaya ganti rugi {rcsntum] dari pelaku berdasarkan penetapan
pengadilan; :

i. mendapatkan perﬁndungan dari pihak keluarga, kepohman kejakesasn, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya bail sementara maupun berdasarkan
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

j. mendapatlan pelayenan keschatan sesuai dengan kebu-tuhan medis; dan

k.Mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian.

Hak-hak tersebut diadopsi dari UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU PTPFO,

UU Perlindungan Saksi dan Korban.

3 Dalam pandangan hukum femninist, kehadiran KUHAP telah ikut menyumbangkan

praktek diskriminasi terhadap perempuan yang pada umumnya menjadi korban

kekerasan berbasis gender. KUHAP tidak memberikan ruang perlindungan khusus

bagi korban, seperti akses bantusn hukum bagi korban, pendamping korban, dan

hak-hak korban lainnya. KUHAP tidak mengakomodasi semangat anti diskriminasi

vang diusung dalam Konvensi CEDAW, Optional Proiocol terhadap Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Deklarasi

Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan {Diadopsi oleh Majelis Umum PBEB

pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104,

7 Lanat Lubis, Todung Mulya “persosian hal asasl kaum perempuan” SINar
Pembaruan 24 Mei 1991,
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yang tidak mempunyai bargaining position yang kuat berhadapan
secara vis a vis.dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut
umum. (JPU). Dominasi negara yang begitu kuat melalui JPU
telah menutup ruang partisipasi korban untuk merumuskan
idealitas keadilan yang hendak diraihnya, sehingga posisi
korban menjadi entitas yang powerless, terpisah dan bahkan
berjarak dengan JPU sebagal representasi negara.®
o Adanya bias kepentingan tersangka dan terdakwa dalam
KUHAP pada akhirnya telah melahirkan persepsi yang sangat
kuat di mindset aparat penegak hukum {APH), bahwa hak atas
bantuan hukum hanya dipahami sebagai hak tersangka dan
terdakwa. Sementara hak atas bantuan hukum bagi korban
tidak dipandang penting karena dianggap telah diwakili oleh
negara melalui JPU. Cara pandang vang demikian, pada
akhirnya mengalami krisis dan keruntuhan total, bahwa pada
tingkat pengalaman faktual, ternyata penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan berbasis gender (gender based
violence},® bantuan hukum bagi perempuan korban justru telah
menjadi kebutuhan mutlak, seperti pada kasus perempuan
korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT}, perempuan
korban perkosaan, perempuan korban perdagangan orang
(trafficking}, perempuan korban pornografi, dan lain-lain.
Adanya kehendak untuk menjamin perlindungan hak atas
bantuan hukum bagi korban yang tidak bisa lagi mengandalkan
KUHAP, pada akhirnya mendorong terciptanya undang-undang
lex spesialis yang berbasis pada perlindungan hak-hak korban
vang didalamnya mengatur tentang hukum materiil dan formil
seperti Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang telah disahkan pada tahwun
2004, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana

5 Lihat dalam Briefing Paper Perlindungan Saksi dan Korban bagi Kelompok Rentan,
Komite KUHAP, editor: Asfinawati, Jakarta, 2009.

f  Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius
menghalangl kesempatan wanita untuk menilomati hak-hak dan kebebasannya atas
dasar persamaan hak dengan laki-laki. (Rekomendasi Umum No, 19 tentang Kekerasan
Terhadap perempuarn, Sidang ke-11 Tahun 1992 Komite PBB teniang Penghapusan Segala
Rentuk. Diskriminasi, Terhadon. Berampuon),. Convention. Wacth, 1L dalom Hak., Azosi

Perempuan, Jakarta, YOI, 2007, hm. 47.
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Perdagangan orang (PTPPC) vang disahkan pada tahun 2007,
Undang-Undang tentang Perlindungan ‘Anak yang disahkan
pada tahun 2002, Undang-Undang tentang Perlindungan Sal{m-.
dan Korban yang disahkan pada tahun 2006. : g

. Diagendakannya Rancangan Undang-Undang tentang
Bantuan Hukum sebagai prioritas Program Legislasi Nasional-
20 10, ‘merupakan kabar baik khususnya bagi perempuan
. korban kekerasan ‘berbasis gender, karena KUHAP yang.
seharusnya mengatur tentang hak: atas ‘bantuan hukum - bagi '
korban ternyata belum mampu menampﬂkan perspekuf yang: .
komprehensif tentang: pentmvnya perhndungan bantuan -
hukum bagi korban! L '

“'Rancangan Undang- Undang tentang Bantuan Hukum
vang-‘tengah dibahas di-DPR'saat ini, -diharapkan mampu. -
menangkap -pOtenSimpoteﬁsi aspiratif yang lahir dari berbagai
pengalaman:praksis perempuan berhadapan dengan rezim
hukum yang menindas.” Pentingnya Undang-Undang tentang
Bantuan Hukum yang mengakomodir perlindungan korban,
merupakan hal mendesak yang tidak bisa ditawar lagi. Hal
ini didasarkan pada data kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan (KTP) yang tiap tahun meningkat drastis.

- Data Komnas Perempuan tahun 2010 yang merupakan
kompilasi data' dari lembaga mitra pengada layanan yang
berjumlah 269 lembaga’ yang tersebar di beberapa daerah di
Indonesia mencatat bahwa Jumlah KTP sejak tahun 2009,
meningkat’ tajam'hingga'mencapai'143.'586 kasu‘s atau naik

Dalam perspektif Feminist legal Theory, hukum dxpandang tidak netral. Feminist
[egal theory berusaha mempertanyakan netralitas dan obgektmtas hukum,
mengidentifikasi peran hukum dalam mensub-ordinasikan perempuan, bagaimana
hukum dioperasikan dalam konteks sosial politik yang lebih luas. Feminist legal
theory diperlikan untuk memahami permasalahan perempuan yang berhadapan
dengan hukum, bagaimana hukum menyumbang pada penindasan terhadap
perempuan, dan bagaimana hukum direformulasi untuk menentang represi dalam
rangka melakukan perubahan sosial. Teori hukum berperspektif perempuan bisa
dilihat mulai dengan analisis tentang peraturan dan praktik sosial yang diskriminatif.
Hal ini akan mencakup analisis terhadap peraturan dan prakik hukum yang
diskriminatif pada permukaannya, yaitu peraturan yang secara eksplisit mengadakan
perbedaan atas dasar gender dan merugikan kaum perempuan. Lihat dalam Tulisan
Brenda Cossmon, teatang apakah teori hukum berperspektlf perempuan itu?, leutzp dari

Fdis il RAURUL LEFT AL JURUNT, S 00w, gl e riin Jajeaies ehnePrrecluarePelattuere BerduorrPhaioer

Gender Strukiural (BHGS), LBH APIK Jokarta, 2008.
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263% dari jumlah KTP tahun 2008 sebanyak 54.425 kasus.®:
Lebih lanjut data Lembaga Baniuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta yang
dirilis pada catatan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa.
sepanjang.tahun 2009 terhitung mulai bulan Januari-
Desember 2009, terdapat 1058 kasus. Jumlah ini mengalami’
penmgkatan dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 853_'
kasus.’ Kasus -kasus tersebu‘t merupakan kasus. kekerasan
terhadap perempuan dimana perempuan . sebagal korban;'
'membutuhkan pendampingan hukum. o i
-Adapun bentuk-bentuk bantuan hukum yang dlbutuhkanf
oleh perempuan korban misalnya adalah pendampingan korban:
dari tingkat pemeriksaan di kepolisian hingga ke tingkat
pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan,.
konsultasi hukum, konseling bagi korban, sosialisasi hukum,.
pendidikan -dan pelatihan paralegal, penelitian dan
dokumentasi hukum, penerbitan buku dan panduan tentang
hukum, mediasi, supporting system bagi penyediaan anggaran.
penanganan kasus vang dlperuntukkan bagi perempuian
korban, dan lain-lain.®- : :
Dalam konteks pemenuhan hak atas bantuan hukum, posisi
perempuan harus dipandang sebagai kelompok rentan yang
membutuhkan perlakuan khasus {affirnative action) sesuai dengan
Pasal 28H ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap perempuan
{Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against
Women} yang mengusung tema a_ntl dlsknmmasz terhadap
perempuan : i

B. - Prinsip- pxms:tg) Dasar yang D1gunakan antuk Melindungi
. Hak-hak Perempuan

‘Konvensi CEDAW merupakan aturan hukum
internasional yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang

% Catatan Tahunan Kommas Perempuan, Maret 2010.
¢ Lihat dalam Yang QHng_Mtgm%Bgnhxan Haloam. Bagl. Perempuan..Jilid. J1,.Swiss

Development Cooperation, Jakarta, 1992, hlm. 65.
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Pengarusutamaan Perlindungan Bantuan Hukum Berbasis Korban

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap
perempuan {Convention On The Elimination Of All Forms Of
Discrimination Against Women). Undang-Undang ini merupakan
frame work yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk
membaca: secara kritis berbagai produk peraturan
perunéamgan undangan -yang mengandung semangat
dlSkI‘lIl‘llIl&Si terhadap perempuan.- - co
Daiam kaitannya dengan hak atas bantuan hukum bagi
korban konvensi CEDAW memuat beberapa prinsip yang dapat
dijadikan sebagai landasan perlindungan bantuan hukum bagi
perempuan sebagai korban. Beberapa prinsip yang dapat
digunakan untuk melindungi hak atas bantuan hukum bagi
korban kekerasan berbasis gender  adalah; -
1. - Persamaan Substantif :

- Prinsip ini mengakui bahwa perempuan berada dalam
posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Oleh karena
itu, perempuan harus diperlakukan berbeda untuk
memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara dalam

- kesempatan, akses, dan manfaat, serta hasil yang sama
dengan laki-lali (equality of opportunity, equality of access,

- equality of result). Aturan mengenai bantuan hokum harus
meletakkan posisi perempuan sebagai kelompok rentan
yvang membuiuhkan perlakuan khusus untuk memperoleh
hasil dan manfaat yang sama dengan laki-laki dalam
mengakses bantuan hukum.

2. Non Diskriminasi (Non-discrimination)

. Praktik diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena
adanya ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan
perempuan yang merupakan produk konstruksi sosial.
Prinsip non-diskriminasi harus diterapkan dalam berbagai
peraturan kebijakan publik, termasuk peraturan
mengenal bantuan hukum sehingga tidak menimbulkan
diskriminasi terhadap perempuan. Prinsip ini
mengandaikan sebuah (suatu} peraturan yang tidak
hanya melihat tujuannya secara substansial dianggap

ATskriminan, jugydatam praktik —menimbuika

(5]
L
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'd1skr1m1nat1f maka - peraiuran tersebut dapat dlkatakan

d1skr1mmat1f dan- segera dzhapus T

o .'Kewa}lban Negafa (State Obhgaﬂon) . S
i '..--'_.Prmmp ini ‘mewajibkan negara untuk menghapus

] ¥ meﬂcabut dan mengubah seluruh peraturan yang

i mengusung semangat dlsknmmam terhadap perempuan;

:Negara berkewajiban: untuk melindungi: perempuan . dari -

- tindakan diskriminatif mela1u1 pe”nbuatan peraturan-
o perundang—undangan Aturan mengenai bantuan hukum

i "m1sa1nya tidak: boieh mend1skr1m1naszkan perempuan
e dengan hanya mengatur perlmdungan terhadap ‘hak

- tersangka dan terdakwa, sementara bantuan hukum bagi

+ korban diabaikan, karena justru yang banyak menjadi

korban kekerasan berbasis gender adalah perempuan. -
Selain prinsip-prinsip di atas, Rekomendasi Umum Nomor

21 tentang ‘Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan
Keluarga ‘Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (Sem Ketigabelas, 1994)
Pasal 15 menyebutkan: bahwa:

(1)~

2)

‘Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan
persamaan hak di muka hukum.

Negara-negara pihak wajib - memberikan kepada

perempuan, dalam hal-hal sipil, kecakapan hukum yang
sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk
menjalankan kecakapannya tersebut. Secara khusus,
negara harus memberikan kepada perempuan persamaan
hak untuk mengikat kontrak dan untuk mengelola

-kepemilikan dan wajib memberi perlakuan yang sama

kepada laki-laki dan perempuan di semua tingkat
prosedur di muka hakim dan peradilan.

Negara-negara pihak bersepakat bahwa semua kontrak
dan semua dokumen pribadi lainnya yang mempunyai
kekuatan hukum dan ditujukan kepada pembatasan
kecakapan hukum bagi perempuan, wajib dianggap batal
demi hukum.
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{4) Negara—negaia plhal{ Waﬁb membemkan kepada 1ak1 laki

;'r'--'daﬂ ‘perempuan Thal sama menurut hukum yang o

. berkaitan dengan kebebasan bergerak perorangan dan
- kebebasan untuk memlhh ‘tempat tmgal dan’domisili.

o Salahrsatu komentar aaas Pasal 15 tersebut adalah’ bahwa

.ch segumiah negara hukum membatasz halk perempuan untuk "
_melakukan tu.ntutarl huk:um atau- akses memperoleh namhat :
' '_bukum dan kema‘mpuaxmya untuk mengu,payakan ga;ratl rugi
: meiaim pengadﬂan “Di sejumlah negara lain; status =
. 'perempuan sebagai. seorang saksilatay’ pembuktzan da,rmya':f' 3
dihargai lebih rendah atau lebih" rmgan dlbandmgkan dengan
laki-laki Hukum atau’ keblasaan semacam itu membatasi hak

perempuan untuk: memperoleh atau’ “nempertahankan

pembagmn yvang adil dari kepemlhkan dan melemahkari

posmlnya sebagai- anggota ‘masyarakat yang mandzr

bertanggung jawab ‘dan'di hormati. Ketika negara- negara :

membatasi kecakapan hukum’ seorang perempuan dengan
berbagal aturan perundang undangan, atau dengan
menggmkan perorangan atau lembaga melakukan hal yang
sama, berartl negara—negara itu telah melanggar persamaaﬂ
hak perempuan dengan laki-laki clan membata31 kemampuan

perempuan untuk menafkahi dlrmya Sendm dan mereka yang'

bergantung kepadanya -

Lebih lanjut dalam RekomendaSl Umum Nomor 19'

tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Sidang ke-11 Tahun
1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam' salah satu ulasan
umumnya menyebutkan bahwa, kekerasan berbasis gender
yang merusak, menghalangi, atau meniadakan penikmatan
oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental
berdasarkan hukum internasional atau berdasar Konvensi Hak
Asasi Manusia, adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1
konvensi ini. Hak-hak dan kebebasan itu termasuk:

° (Rekomendasi Umum Nomor 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan
Hubungan Keluarga Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Beniuk Diskriminasi

Tarhadan Deramminn (Seoo) Wafianibhnioo 100&}! Conuznfion. ootk J11. . dolam Iiois
& S 53 s

Asasi Perempuan, Jakarta, YOI, 2007, hlm. 66,
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a. hak untuk hidup;
b.  hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman,
- perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat
. dan tidak berperikemanusiaan;
¢, hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai
~dengan - norma-norma - kemanusiaan pada saat
S berlangsungnya konfhk bersemnjata mtei’nasmnal maupun
- domestik; . - :
_hak atas kebebasan dan keamanan seseorang; _
hak atas persamaan perlindungan berdasar hulkum; . . -
hak atas persamaan dalam keluarga; :
hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan
- standar tertinggi vang dapat dicapai; dan
h.  hak atas kondisi kerja yang baik. 1!

Selain akses dan persamaan di muka hukum diatur da_'la:n
Rekomenda31 Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap
Perempuan seperti disebutkan di atas, prinsip-prinsip
persamaan di muka hukum juga diatur dalam Deklarasi
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan {diadopsi oleh
Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res
48/ 104} Pasal 3 menyebutkan bahwa perempuan berhak untuk
menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia
dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak
tersebut termasuk antara lain :

hak atas kehldupan
hak atas persamaan;
hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
hak atas perlindungan yang sama berdasar hukum;
“hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik
maupun mental yang sebaik-baiknya;
hak atas pekerjaan yang layakdan kondisi kerja yang baik;
h. hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau
kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak
manusiawl atau sewenang-wenang,

q-Q ho o

oo gD

1 Jbid., hlm. 49-50.
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" Hak atas bantuan hukum tidak bisa terlepas dari
persoalan: hak asasi manusia; dimana hak asasi ‘perempuan
terintegrasi:di dalamnya Bamtuan hukum. bagi. perempuap
bertujuan S R O e Ll ; :
'a._--'.Menmgkaakan kﬂsadaran hukum perempuan berar*ﬁ:z .
B '_'__.";memngkatlfan kemampuannya menjadi warga negara
- -yang sadar ‘akan hak dan kewajibannya. . - :
Lob ::;_.'Memben akses pada tmdak dan Iangkah melmdung: g
o ;-_3_-'-'d1rmya sendiri. T T D T :

Ch ..'.Iv’embenkan kesemwatan dem galan 1kut serta secwa alctif
' dan bersama dalam: proses perubahan sosial yang -

. emamszpawus dan berwawasan hak asasi perempuan. '
Adapun mengena rmang Imgkup bantuaiﬁ hukum bagi
perempuan mﬁhputi ' _

" Councelling secara pmbadi maupun kelompok
_Peningkatan kesadaran hukum (legal ltteracy}
"_"'Penerbﬁa,n buku modul dan dokumentasrt hukum lainnya.

Training paralecral _' '

Advocacy ke masyarakat secara luas tentang isu-isu

' ___pelanggaran hak asasi perempuan

: Penguatan networkmg dan kerJa sama. denga kelompok-
kelompok NGO’s baik dalam negeri maupun diluar negeri.

Litigasi ({individu maupun kelompokj. ‘

Mediasi {penyelesaian hukum diluar pengadilan).

Crisis Center Women (WCC}). =~

Research dan dokumentasi di bidang pelanggaran hak

asasi perempuan. :

Konsep dan approach bantuan hukum di Indonesia

(Bantuan hukum s'itru]fs,:tl.lrad].12

o o 0L P'

!"-h !

o

A

C. Instrumen Yuridis vang Digunakan untuk Melindungi
Hak Atas Bantuwan Hukum bagi Korban

Halk atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional
warga negara yang melekat dalam konsep negara hukum.
Beberapa landasan yuridis yang dapat dirujuk dalam peraturan
perundang-undangan adalah sebagai berikut:

12 Vang Simeon, Bantuan Hukum Bogl Perempuan Jilid I Swiss Development Coopera-

tion, Jakarta, 1992, hlin. 65,
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a..
UUD 1945 (pasca amandemen) tidak menyebutkan secara

wnmmw“m!m&sﬁwgﬂmm Vol..7. No.. 2. - Agustus. 2010

UsD 1945

eksplisit tentang hak atas bantuan hukum, namun
beberapa pasal yang dapat dirujuk dalam UUD 1945
adalah:

-]

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Indonesia
adalah negara hukum?”. '

- Pasal'28D ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

. 'kepastzan hukum yang adﬂ serta perlakuan vang
sama di hadapan hukum”.

Pasal 281 ayat {4) menyebutkan ba_‘hwa Perlmdungan
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, ‘Lerutama
pemermtah”

Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa “Fakir miskin
dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Uadang-Undang
Selain landasan konstitusional, beberapa undang-undang
yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak
asasi manusia yang berat berhak atas
perlindungan fisik dan mental dari ancaman,
gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak
manapun.

{2} Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak
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(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap
korban dan saksi-diaturlebih: lanjut demgan Peraturan

_- ~Pemerintah. oo oo
2. Undang Undang Nomar 39 ’I‘ahun 1999 tentang Hak Asasi
‘Manusm o -
e et b Pasai 17
& ime‘ayebutkan bahwa Set}.ap orang, tanpa dlskmmmam
| 'j'-_é___berhak untuk: memperoieh keadiian dengan . -
L mengajukan permohonan penga_]uan dan' gugatan, -
_ '"f""_"bam dalam, perkara pldana perdata ‘maupun
B ':admmlstl a81 serta diadili melalw proses peradilan
N yang bebas dan tldak memzhak sesuai dengam hukum
acara yang menjamm pemenksaan yang obyekiif oleh
L _haklm yan Ju}ur dan aml untu}f memperoieh pu‘i:usan

~ yang adil dan benar.

3. Undanw -Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights
{Kovenan Intemasx.onal Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik]).

Pasal 1

| Semua orang mempunyaz kedudukan yang sama di

' hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam
" menentukan tuduhan p1dana terhadapnya atau dalam
menentukan segala hak dan kewajibannya dalam
suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan
yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu
badan p"eradﬂah yvang berwenang, bebas dan tidalk
berpzhak dan dibentuk menurut hukum Media dan
masyarakat dapat dilarang untuk meng1kut1 seluruh
atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban
umum, atau keamanan nasional, dalam suatu
masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar
diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam
keadaan khusus, di mana publikasi justru akan
merugikan kepentingan keadilan sendiri; Namun
setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana

FAUPUT perdats arus ditcapkardaiarmsidany yarng
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- terbuka kecuah bﬂamana kepentmgan anak anak

"":-menentukan sebahknya atau apabxla perSIdangan
- 'tersebut berkenaan dengan persehs1han perkamna.n
T _ Pasai26 _ :

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum
R _3dan berhak atas . perhndungan hukum yang sama

'_warna jems kelamm ba’nasa agama, polltlk atau
-'pendapat lam asal usul kebangsaan atan soc1a1
- 'kekayaan kelahzran atau status lain.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesa.han
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
' 'D1sk1r1m1nas1 Terhadap perempuan {Convention On The
' 'f I :Elzmmatzon Of All Forms Of .Dzscrzmmatlon Against Women).

Pasal 15

{1 Negara negara pzhak wajib memberikan kepada

| B perempuan persamaan hak di muka hukum.

* (2) Negara negara plhak wajzb memberlkan kepada
3 'perempuan dalam hal-hal sipil, kecakapan hukum
yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang
sama untuk menjalankan kecakapannya tersebut.
_ .Secara khusus, negara harus memberikan kepada
- 'perempuan persamaan hak untuk mengikat kontrak
N da.n untuk mengelola kepcm;hkan dan wajib memberi
'_ perlakuan yang sama kepada | laki-laki dan perempuan

di semua tingkat prosedur di muka hakim dan

_ peradilan. | '

{3} Negara-negara pihak bersepakat bahwa semua
kontrak dan semua dokumen pribadi lainnya vang
mempunyai kekuatan hukum dan ditujukan kepada
pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan, wajib
dianggap batal demi hukum

1skr1m1na31 apapun. Dalam ‘hal ini hukum
'::fzf'f'-haxus melarang dlskrlmmaSJ. apapun dan menga_mm' '
n yang sama dan efektif bagl semua orang
- terhadap _'dlsknm1na31 atas dasar apapun seperti. ras,
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- (4) Nega.ra negara plhak waglb memberlkan kepada laki-
| laki dan perempuan hak sama. menurut hukum yang

berkautan dengan kébébasan bergerak perorangan
' .kebebasan untuk memllib tempat tmgal dan domisili.
- ;'Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Keke;; asan. dalam Rumah Tangga

_ Pasal 10 huruf d :
'-";-Korban berhak mendapatkan: Pendampmgan oleh -

: pekerja soszal dan bantua_n hukum pada setzap tingkat .

proses pemerzksaan sesual dengan ketentuan"::
- peraturan’ pemndang—undangan : : '
Undang-Undang Nomor 21:Tahun 200’7 tentang
Pemberantasan deak P1dana Perdaﬁangan Orang.

. - Pasal 35

Selama proses peny1d1kan penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi.dan/atau

korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau
pendamping lainnya yang dibutuhkan.

.. Undang-Undang _Non_a_or_ 23 Tahun 2002 tg:ntang Perlindungan

' i Pasal 1 ayat (14)

Pendampmg adalah pekerja sosial yang mempunyai

_ :k_ompeten_sl profesional dalam bidangnya.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

- Saksi dan Korban.
B O Pasal 5 ayat (1)

Seora_ng saksi dan korban berhak:

.a. memperoleh perlindungan atas keamanan
pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta
bebas dari ancaman vang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikannya;

b. ikut serta dalam proses memilih dan
menentukan bentuk perlindungan dan dulkungan
keamanan;

341




S S R R Rt
£ ﬁm&ym gg;gg.g\n] e BT I - A GRS

" meéemberikan ketelangan iam:)a kekerasas:x
: mendapat penerjemah ' '
"bebas dari pertanyaan yang menjerat
‘mendapatkan mformasx mencenal perkembaﬁgan_
- kasus; ' '
mendapatkan informasi mengenai ‘putusan
pengadilan; '
- mengetahul dalam-hal terpldana chbebaskan,
- mendapat identitas baru; . o
‘mendapatkan tempat kediaman: bauu
memperoleh penggantian biayva transportasi sesiial
cdengan kebutuhan; : -
omendapat nasihat hukum; dan/atau
memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai
batas waktu periindungan berakhir.

i oo 0

e

'8 -

D. Pengalaman Empirik Bantnan Hukum bagi Korban

1. Kecenderungan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan (KTP) meningkat.

' Berdasarkan catatan tahunan yang dirilis oleh
Komnas Perempuan pada Maret 2010, jumlah korban
kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) pada
tahun 2009 mencapai 143.586 (orang). Angka ini
meningkat sebesar 263% dibandingkan tahun 2008
(54.425 korban). Sedangkan Jumlah Kasus KTP
menurut Wilayah, menunjukkan jumlah korban
kekerasan terhadap perempuan terbanyak ada di
wilayah Jawa {123.774) - Jawa Timur (88.836), DKI
Jakarta (12.955), dan DIY {10.560}. Jumlah korban
kedua terbanyak di wilayah Sumatera (8.987),
kemudian Kalimantan (4.632) dan Sulawesi (2.301).13
Data tersebut menunjukkan betapa layanan bantuan
hukum bagi perempuan korban semakin dibutuhkan
oleh masyarakat khususnya bagi perempuan korban.

Peningkatan akan layanan bantuan hukum bagi
perempuan korban juga terekam dari hasil catatan

akdrir-tabror TBH- AP Salvarta 2009 vyarrg-berhrast
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Pengarusutarnaan Perlindungan Bantuan Hukumn Berbasis Korban

melakukan rekam jejak terhadap penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2003-2009.
Diagram di bawah ini merupakan perbandingan jumiah
pengaduan kasus yang diterima dan jumlah pendampingan
kasus yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta.

11200 o

- 1046 ' : _ '_ U qos8

T

800

GO0

& Jumiah Kasus

# Pendampingan
<00

200

O e
2003

2007 2008 2009

2006

2004

Dari grafik tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada
masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(UU PEDRT) vakni antara tahun 2004 dan 2005, terjadi
peningkatan pengaduan dari 817 di 2004 menjadi 1046 di 2005.
UU PEDRT dijadikan sebagai acuan karena hampir sebagian
hesar (>50%) kasus yang diterima adalah kasus kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT). Pasca pengesahan UU PKDRT di
September 2004, terjadi peningkatan kebutuhan akan
pendampingan korban khususnya dalam kasus KDRT. Hal
tersebut tampak dari tahun 2007 ke 2008 meningkat 25 %
dan tahun 2008 ke 2009 meningkat 27,2 %. Jadi, jika dihitung
dari tahun 2007 ke 2009 meningkat drastis hingga 52 %.

Melihat jumlah peningkatan pendampingan setiap
tahunnya, maka sangat dibutuhkan adanya bantuan hukum
bagi korban khususnya korban kekerasan berbasis gender.
Bantuan hukum bagi korban ini misalnya adalah
pendampingan korban dari tingkat kepolisian hingga ke tingkat
pengadilan, konsultasi hukwm. pendidikan, pelatiban dan

pemberdayaan hukum bagi perempuan miskin, mediasi, adanya
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~anggaran penanganan kasus yang diperuntukkan bagi

vkorban, dan lain-lain **

'Reﬂekm Penanganan Kasus Tahun 2008 .

2.
Sepanjangtahun 2009 data kasus vang masuk di LBH
APIK Jakarta mulai bulan Januari sampai 17 Desember
2009 sebanyak 1058. Jenis kasus yang diterima LBH Apik
-Jakarta secara keseluruhan dari 1058 pengaduan tersebut
adalah sebagai bemku.t 5 ¥ B
C HWe, 4 'J_e_ani$ kasus T Tafumish Proseniase
1. KDRT - 657 G2%
2. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) L B6G - 5,8%
3. Perdata . B . L9z 8.7%
<. Pidana Umum {Pencabularz, - S 80 - 7.6%
perkosaan,; pelecehan seéksual, ' .
penganiayaan, penipuarn,
pencemaran nama baik,
‘perbuatan tidak menyenangkan
‘diL)
LB Pasca Cerai 99 9,9%
. 6. Ketenagakerjaan 36 3,4%
7. | Lain-iain ' 38 3.6%

Total 1058 100%

Dari data di atas, terlihat bahwa KDRT tetap masih
menjadi kasus yang terbanyak, yakni 62% (657
pengaduan). Diikuti dengan kasus perselisihan paska
perceralan 9,4%; Perdata 8,7%; Pidana Umum 7,6%;
kerasan dalam pacaran 5,3%; dan Ketenagakerjaan serta
lainnya 3,4% dan 3,6%. Kasus Perdata terdiri dari kasus
perceraian, warisan, hutang piutang dan adopsi. Kasus
ketenagakerjaan meliputi: PHK sepihak, gaji yang
dipersulit serta tunjangan yang tidak diberikan. Kasus
pasca perceraian misalnya: Hak asuh analk, harta bersama
dan penelantaran nafkah. Sedangkan pidana umum terdiri

¥ Laporan Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2009,
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dari pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual,
penganiayaan, penipuan, pencemaran nama baik,
perbuatan tidak menyenangkan, dan-lain-lain. Di bawah
ind -mem@_éi&a;n grafik kasus pidana umum yang ditangani
LBH APIK Jakarta per 17 Desember 2009,

Jumiah Kasus Berdasarkan Hasil Pemantauan Media 2009

LBH APIK Jakaria juga melakukan monitoring
. terhadap pemberitaan kasus kekerasan terhadap
- perempuan di beberapa media yakni Kompas, Warta Eota,
Horan Jakarta, dan Pos Kota. Di thun 2009, tercatat

. pemberitaan kasus EDRT secbanyak 152 kasus, KDRT

terhadap PRT 28 kasus, Pelecehan Seksual 42 kasus,
Perkosaan 81 kasus, Pencabulan 42 kasus, KDP 59 kasus,
Nikah siri 78 kasus, aborsi 30 kasus, trafficking 21 kasus,
‘Buruh Migran Perempuan 44 kasus dan ketenagakerjaan
. B3 kasus. £33 o~ |

- Tabel Peméntau’an Pembéritaan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan di Media Kompas, Warta Kota, Koran
Jekarta dan Pos Kota.




MNo. Feniz kasoas Jrurnliaie
1 KIDRT 158
2 Pekerja Rumah, Tangga, 31
3 Pelecehan Seksual - o : 43
4 - Perkosaan - B4
=) Pencabulan ) 4
[&] KDy 635
7 Kawin siri 5]
8 - | Aborsi 30
k=] Perdagangan Orang L 23
10 Buruh migrant perermpuar’ 80k
11 Ketenagakerjaan i . a0
Total - g g ) _'65‘9

Dari beberapa data hasil pemantauan media maupun
laporan korban yang diterima oleh LBH APIK Jakarta, terlihat
jelas bahwa bantuan hukum bagi korban jumlahnya sangat
tinggl dan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Ini
sama pentingnya juga dengan bantuan hukum bagi tersangka
ataupun terdakwa. Selain itu, posisi perempuan sebagai
kelompok rentan juga bharus mendapatkan perlindungan
khusus faffirmative action) dalam posisinya sebagai penerima
bantuan hukum. Perlindungan khusus ini menjadi sangat
penting seperti diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat
{(2) bahwa: “setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan”.

E. Penutup

a. HKesimpulan

Hak atas bantuan hukum merupakan hak
konstitusional yang melekat pada setiap warga negara
yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa, saksi
maupun korban. Berdasarkan catatan tahunan yang dirilis
oleh Komnas Perempuan pada Maret 2010, jumlah korban
kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) pada tahun
2009 mencapal 143.586 (orang). Angka ini meningkat
sebesar 263% dibandingkan tahun 2008 (54.425 korban).

isdia LCISCOUL INCnUunjuxEan bDetapa layanan pantuian




Pengarusutamaan Perlindungan Bantuan Hulcum Berbasis Korban

hukum bagi perempuan korban semakin dibutuhkan.oleh

| ~masyarakat. Sedangkan data kasus kekerasan terhadap

‘perempuan yang:diterima oleh LBH APIK Jakarta

- terhitung sejak tahun 2007-2009, menunjukkan bahwa

.. kebutuhan akan pendampingan terhadap korban semakin

: -...-"___memngkat hingga-mencapai 52%. Itu artinya bahwa hak

latas bantuan hukum bag1 korban harus dipandang sebagai

B 5.;'_-;_'._-:m1ayah hak yang sama pentmgnya dengan hak tersangka
. dan terdakwa - : '

Bentuk bentuk bantuan hukum khususnya bagi--:

"‘--'-perempuan korban mencakup pendampingan korban dari
tingkat kepolisian hingga ke tingkat pengadilan; konsehng

-bagi korban; memfasilitasi penerima bantuan hukum

- untuk mendapatkan fasilitas hak pemulihan; restitusi,
. ~rehabilitasi-dan ganti-kerugian, sosialisasi-hukum,
- =konsultasi hukum, pendidikan dan pelatihan paralegal,
- penelitian dan dokumentasi hukum, penerbitan buku dan

panduan tentang hukum, mediasi, supporting system bagi

o openyediaan anggaran @ penanganan @ kasus yang
- diperuntukkan bagi perempuan korban, dan lain-lain.

Dalam konteks pemenuhan hak atas bantuan hukum,
posisi perempuan harus dipandang sebagai kelompok

- rentan yang membutuhkan perlakuan Khusus (affirmative

action) sesuai dengan Pasal 28H ayat {2) UUD 1945, dan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengena: Penghapusan Segaia Bentuk
Diskiriminasi terhadap perempuan (Convention On The

- Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women).

S_aran [Rekomendasi '

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang hendak
disampaikan adalah bahwa:

1. Bantuan hukum bagi korban khususnya perempuan
perlu mendapatkan porsi dan kedudukan yang sama
dengan hak-hak tersangka dan terdakwa.
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- Perlu adanya perlindungan khusus {affirmative action) bagi
~perempuan korban - sebagai penerima bantuan hukum.
‘Rancangan Undang-Undang téntang Bantuan Hukum

“operlu menegaskan tentang kewajiban negara untuk
‘- membiayai pemberian bantuan-hukum bagi seluruh warga

. negara. Negara bertanggung jawab dan wajib menyediakan
pembiayaan ‘bantuan hukum untuk mewujudkan akses

-terhadap keadilan bagi-seluruh warga negara termasuk
. yang berkedudukan sebagai saksi dan korban. ' :

:-.'--}Rancangan Undang Undang-tentang Bantuan Hukum
- perlu. mengakomodasi-undang-undang yang berorientasi

pada perlindungan korban seperti Undang-Undang tentang
PKDRT, Undang-Undang tentang Trafiking, Undang-

~Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang
‘tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Konvensi
- CEDAW, untuk memastikan bahwa Rancangan Undang-

Undang tentang Bantuan Hukum juga berpihak pada
perempuan korban kekerasan berbasis gender.
Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan hukum
perlu mengatur dengan tegas bahwa penerima bantuan
hukum selain. tersangka terdakwa, Juca temasuk saksi
dan korban. | )

Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum
perlu mengakomodir perempuan dan anak korban
kekerasan sebagar penerima bantuan hukum. Karena
berdasarkan data Komnas Perempuan pada Maret 2010,
bahwa jumlah korban kasus Kekerasan terhadap
Perempuan (KTP} pada tahun 2009 mencapai 143.586
(orang}. Angka ini meningkat sebesar 263% dibandingkan
tahun 2008 (54.425 korban). Kasus-kasus tersebut
merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dimana
perempuan sebagai korban membutuhkan pendampingan
hukum.

Asas-asas yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang
tentang Bantuan Hukum perlu diperluas, termasuk asas
non diskriminasi dan kesetaraan gender yang dimuat

dailam konvens: CEDAW yang bertujuan untuk melindung:




' 3'-'-_.'rkepent1ngan perempuan korban kekerasan berbaszs .
8. -'”fRancangan Undang Undang tentang Bantuan Hukum:
' perlu mengatur mengenal ruang lingkup bantuan hukum

- “secara luas yang mencakup pendampmoan Korban dari .

.' '_"tmgkat kepohman hmgga ke tmgkat pengadﬂan dalam
'____'_kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

: _"':'mendapatkan fasilitas* hak " pemuhhan rest1tu31
-'-'-rehablhtasa ‘dan ganti ‘kerugian, soszahsam hukum '

memfasilitasi’ penerzma bantuan _ hukum untuk .'

_"'konsul a51 hukum, pendldikan dan pelanhan paralegai e

'_'penehtlan da_n dokumenta51 hukum penerb1tan buku dan
' ""panduan tentang hukum, medlaS1 suppor‘tmg system bagi
o penyedlaan ang garan ' penanganan kasus vang
'-'_':'f-;dxperuntukkan bag1 perempuan korban, dan lain-lain.
9.. Kedudukan Komnas Bankum perlu dltempatkan sebagai
N fasﬁltator yang mensuppor’c pendanaan terhadap layanan
;bantuan hukum yang telah berjalan di masyarakat. Bukan
menjalankan fungsi-fungsi. bantuan hukum yang telah
...eksis di masyarakat melalui LBH dan Oraan1sa51 Bantuan
Hukum lainnya..
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